ETEMENA BARASER

PEMERINTAH KABUPATEN BURU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BURU TAHUN 2008 - 2028

Menimbang :

Mengingat :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Kabupaten Buru,
pemanfaatan ruang wilayah yang meliputi daratan, lautan dan udara serta
sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan satu
kesatuan perlu dikelola secara terpadu antar sektor, daerah, dan
masyarakat, untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman,
produktif dan berkelanjutan, secara serasi, selaras, seimbang,
berdayaguna, berhasilguna, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata
Ruang Wilayah;

bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar
sektor, Daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah
merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan
pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Buru 2008-2028;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5098);

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Maluku;
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Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengolahan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lambaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5098);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata
Ruang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang
Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;



18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Maluku dan Sekertariat DPRD Provinsi Maluku;

19. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Maluku;

20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku;

21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2011;

22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penetapan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Maluku
Tahun Anggaran 2011;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BURU,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG RENCANA

TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BURU TAHUN 2008 - 2028.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru.
Kepala Daerah adalah Bupati Buru.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru yaitu Bupati Buru dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Buru.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Buru.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk
ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makluk lain
hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.

Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
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Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi
masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.

Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang
melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang
dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan
pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang
sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program
beserta pembiayaannya.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten
adalah rencana tata ruang wilayah kabupaten di Buru.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau
aspek fungsional.

Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan
pelayanan pada tingkat wilayah.

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya
buatan.

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu
membetikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai
pengatur tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk
meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (Akuifer) yang
berguna sebagai sumber air.

Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan di sekitar pantai yang berfungsi untuk
mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat
mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian kawasan pantai.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan di sekitar daerah aliran sungai yang
berfungsi untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak
bantaran, tanggul sungai, kualitas air sungai, dasar sungai, mengamankan aliran sungai
dan mencegah terjadinya bahaya banjir.
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Kawasan Sempadan Jurang adalah daratan sepanjang daerah datar bagian atas
dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik.

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai
manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk
dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman
pangan lahan basah (padi sawah) yang dibudidayakan secara intensif dengan sistem
irigasi subak sehingga perlu dilindungi, terutama perlindungan terhadap sumber-sumber
airnya.

Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya
tanaman palawija, holtikultura, atau tanaman pangan lainnya.

Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan adalah kawasan yang
diperuntukkan bagi budidaya tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan
pangan dan bahan baku industri.

Kawasan Hutan Rakyat adalah kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat secara
luas.

Kegiatan Perikanan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai
arahan pola ruang untuk budidaya perikanan, baik berupa pertambakan, atau kolam
dan perairan darat lainnya serta perikanan laut.

Kegiatan Pertambangan adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang
sesuai arahan pola ruang untuk kegiatan pertambangan.

Kegiatan Industri adalah kegiatan yang memanfaatkan peruntukkan ruang sesuai
arahan pla ruang untuk kegiatan industri berupa tempat pemusatan kegiatan indusrti
kecil dan menengah (IKM).

Kawasan Konservasi Benda Budaya dan Sejarah adalah ruang tempat terbangunnya
atau terpeliharanya benda-benda budaya yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang
unik dan spesifik.

Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian,
termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan
kegiatan ekonomi.

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan
dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi
pengembangan permukiman atau tempat tinggal/hunian beserta prasarana dan sarana
lingkungan yang terstruktur dengan Koefisien Dasar Bangunan lebih besar dari 20%.

Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan
untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal
atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan
dan penghidupan.

Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan
pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber



